PE
DINAS PENANAMAN MO
Jalan Gubermnur H.A. Bastar
Kota Palembang Provinsi
email : info@dpmptsp.palembang.g

SURAT IZIN KEPALA DINAS PEN/
PELAYANAN TERPADU

NOMOR 440/I0PNF/092/DPMPTSP-
TENTANG
1ZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

DASAR : a Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembertukan Per

?géqatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1950 Nomor 73, Té

); .

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tifﬂ!ﬂ'é Sistern P in Né
Indonesia Tahun 2003 Noemor 78, Tambahan Lem

¢. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

d  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahu 5
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomar 17
Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Inde 'Il | v

¢

) ) ke

Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5157). =
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan ¢
f. Memperhatikan :
. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal €
9001.98.09.2021 tanggal 24 September 2021
2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pé
dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 08| NF/DPM-P
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebag
Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapka

MENGIZINKAN

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : ARIYANTO

Alamat Penanggung Jawab. : DUSUN4 DESA KEMANG KECAMATAN SANGA DI
BANYUASIN — J— %
Jabatan : PEMBINA YAYASAN B—_ - -
— ¥
UNTUK - Untuk Melaksanakan Operasional Pendidi ata sebagai berikul
1. Nama Lembaga . YAY) UM CERDAS (TK
2. Alamat Lembaga - JL. SMB 2 LR. MARGO KM.11 NO. 2929 RT. 030
SUKODADI KECAMATAN SUKARAMI PALEME
3. Jenis Satuan : PAUD
4. Program - TAMAN KANAK-KANAK

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:
1. Pemegang lzin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2 Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan m

menggurus |zin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
3. Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan U

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4 Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana

hari ternyata terdapat kekeliruan.

D710
[=]

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Oktober 2021

KEPAUy

DPM-PTSP

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Satuan PNF vang telah mendapatkan Izin Pe
Pendidikan Nonformal dengan berpedoman p
Induk yang diatur olen Menteri Pendidikan lar

BAB ¥
PEMBINAAN

Pasal 8

11: Kepala Dinas mel
12) Pembinaan di
I3, Pembinaan s

-
akukan pembinaan techadap
lakukan daiam rangka peninglkar ¢
scara teknis dilakukan oleh Panilik.
BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGEXE
Pasal 9

(1" Kepala Dinas melakukan
PNF

Pengawasan dan pengendalian secara teknic dilak

rengawasan dan p

BAB vII

Pasal 10
(1) Penutupan satuan
satuan PXNF

12, Penutupan satuan

PNF merupakan renghentian

PNF dilakukan apabila ;

2. satuan PNF sudah tdak lagi memenuiy versiar
F)‘\_':
b. saruan PNF sudah tdak menvelenggarakan

. 2 idual tahun berturat turuare

uan PNF dilakukan Pemerintah Kabupazte

Pasal 11

VF dapat dilakukan berdasarkan atas hi
< oleh Kepala Dinas " -
PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1] &

a. penyvaluran/pemi
menrelenggar an g

snva samas ,
pendidikan kepada Kep
NF yang diselenggarakan oleh
atau penvelenggara satuan PNF tersalby
BAB 111
PERSYARATAN PENDIRIAN

Pasal 5

(1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari:
a. [5\9:"5}.'&&941 administratif: dan
b. persyaratan teknis
(2} Persyaratan administratif terdiri atas:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP Pendiri:
b. Susunan pengurus dan rincian tugas:
Surat keterangan domisili Kepala Desa Lurah;
d. Keterangan kepemilikan atau ki 1asa
selama 3 (tiga) tahun, ‘
e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melz mpirkan Surat
Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
3) Persvaratan teknis berupa dokumen
Pendidikan dengan mengacu pad

penggunaan tempat pembelajaran

Rencana Pengembangan Satuan
a Standar Nasiona! Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

